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 Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: 
“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.” 
BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai jembatan penghubung antara 
Kepala Desa dan masyarakat desa. 
 Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Peran Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa 
Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin belum dilakukan sesuai hukum yang berlaku (2) 
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa 
(Perdes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin belum terlaksana dengan 
maksimal. 
 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : “Peran Badan Permusyawaratan 
Desa Dalam Penyusunan Dan  Penetapan Peraturan Desa Di Desa Pasar V Kebun 
Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada Januari s/d Desember 2014.” 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih banyak pada observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang dilakukan yaitu (1) 
kategorisasi (2) reduksi (3) interpensi. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah (1) Peran Badan 
Permusyawaratan Desa Pasar V Kebun Kelapa dalam menjalankan fungsi pengawasan 
Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dilihat dari hasil 
penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman 
teknis yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (2) Faktor-
Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap 
Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa adalah: Tunjangan dari anggota BPD, 
fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor 
adat/kekeluargaan yang ada.  
 
Kata Kunci : BPD, Pemerintahan, Pemerintahan Desa 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ABSTRACT 
 

VILLAGE CONSULTATIVE BODY RULE IN PREPARATION AND 
DETERMINATION OF VILLAGE REGULATION 

 IN THE VILLAGE PASAR V KEBUN KELAPA SUB-DISTRICT BERINGIN 
DISTRICT DELI SERDANG 

 
BY  

NAME : SITU KHOIRIYAH NGARSININGTYAS 
NPM : 11.851.0047 

STUDY PROGRAM : SCIENCE GOVERNMENT 
 

In Law Number 06 Year 2014 concerning the village stated that : "Village 
Consultative Body or called by any other name is an institution that is carrying out the 
functions of government whose members are representatives of the villagers based 
representation of the region and set a democratic manner." BPD has a function to 
stipulate Regulation of the village along the Village Head, accommodate and channel 
the aspirations of the community as a bridge between the village chief and villagers. 

Identify the problem in this research are: (1) Role of the Village Consultative 
Body (BPD) in the preparation of Village Regulation (Perdes) in the Village Pasar V 
Kebun Kelapa Sub-District Beringin has not been carried out according to law yet (2) 
The role of the Village Consultative Body (BPD) in the preparation of Village 
Regulation (Perdes) in the Village Pasar V Kebun Kelapa Sub-District Beringin has not 
been implemented to the maximum yet. 

Limitation of problem in this research is: "The Role of the Village Consultative 
Body Preparation and Determination Rules In the village Pasar V Kebun Kelapa Sub-
District Beringin District Deli Serdang January to December 2014.  

The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection 
techniques used more on observation, interview and documentation. While the data 
analysis is (1) categorization (2) reduction (3) of interference. 

The conclusion from the above results are (1) Role Consultative Body Market 
In the Village Pasar V Kebun Kelapa in performing supervisory functions Village 
Regulations still not been implemented optimally, it is seen from the results of the study 
found obstacles such as lack of facilities and socialization, as well as technical 
guidelines which should be given by district government Deli Serdang (2) the greatest 
inhibiting factors in the implementation of surveillance BPD to Government Market In 
the Village Pasar V Kebun Kelapa are: allowance of members of the BPD, facilities, 
and an understanding of the duties and functions of BPD in the organization of village 
government, as well as other factors, such as attitudes mental, and indigenous factors / 
kinship that exist. 
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